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BUPATI BADUNG 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

 

NOMOR 1 TAHUN 2013 

 

TENTANG 

 

PENGAWASAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN,  

SERTA PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BADUNG, 

 

Menimbang  : a.   bahwa pengendalian perdagangan, penjualan dan pemakaian minuman 

beralkohol sangat penting artinya dalam upaya menjaga ketentraman dan 

ketertiban kehidupan masyarakat; 

b. bahwa dalam rangka tetap terpeliharanya ketentraman dan ketertiban 

kehidupan masyarakat, maka perlu adanya pembinaan, pengaturan, 

pengawasan dalam kegiatan penjualan dan pengedaran minuman 

beralkohol dan pemberian izin; 

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2009 tentang 

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol telah tidak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf  c,  perlu membentuk Peraturan Daerah tentang  

Pengawasan, Pengedaran dan Penjualan, serta Perizinan Minuman 

Beralkohol;  

  

Mengingat   :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie, Staatblad Tahun 1926: 

Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan Staatblad Tahun 1940: 

Nomor 14 dan Nomor 450);   

                     3.  Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1655 ); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-

barang dalam Pengawasan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 2469); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3613); 
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6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844 ); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5234); 

10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Minuman Beralkohol;  

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang 

Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian 

Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan Atas  

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang 

Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian 

Minuman Beralkohol; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 

1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah 

Tingkat II Badung;  

13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung; 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama  

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG 

 

dan 

 

BUPATI BADUNG 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN, PENGEDARAN 

DAN PENJUALAN, SERTA PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL. 

. 
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BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Badung. 

4. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya 

disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Badung.  

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Badung.   

6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas.  

7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung Ethanol yang 

diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan 

cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan 

cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambah bahan 

lain, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan 

ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang 

berasal dari fermentasi. 

8. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau 

seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan 

dan minum serta jasa bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta 

memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan di dalam  Peraturan 

Daerah ini. 

9. Usaha restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di 

bagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan 

dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan 

penjualan makanan dan minuman bagi umum. 

10. Bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pariwisata. 

11. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha 

minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan, atau 

badan hukum yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Badung. 

12. Pengecer minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan 

penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk 

kemasan ditempat yang telah ditentukan. 

13. Penjual langsung minuman beralkohol adalah  perusahaan yang melakukan 

penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum 

langsung ditempat yang telah ditentukan. 

14. Penjual langsung dan/ atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan 

kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman 

berlakohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan 

kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada 

konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan/ atau  dalam bentuk 

kemasan ditempat yang telah ditentukan. 
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15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya  disingkat SIUP adalah surat 

izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang 

dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. 

16. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya 

disingkat SIUP – MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan 

usaha perdagangan khusus minuman Beralkohol Golongan B dan/ atau 

Golongan C yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian 

dan Perdagangan.  

17. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol 

yang selanjutnya disingkat SP SIUP – MB adalah formulir permohonan izin 

yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/ informasi perusahaan 

yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP – MB. 

18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau 

daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, 

firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana 

pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.  

 

 

BAB  II 

 

PENGELOMPOKAN GOLONGAN MINUMAM BERALKOHOL 

 

Pasal 2 

 

Minuman Beralkohol dikelompokan dalam golongan sebagai berikut : 

a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan 

kadar ethanol (C2H50H) diatas 0 % (nol perseratus) sampai dengan 5 %                        

(lima perseratus); 

b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan 

kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 

20% (dua puluh perseratus); 

c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan 

kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai 

dengan 55 % (lima puluh lima perseratus). 

 

 

BAB  III 

 

PERIZINAN 

 

Bagian Kesatu 

Kewenangan 

 

Pasal 3 

 

Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan menetapkan : 

a. ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi  

pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B 

dan/ atau golongan C serta minuman beralkohol yang mengandung 

rempah – rempah, jamu, atau sejenisnya untuk tujuan kesehatan serta 

pemberian SIUP – MB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku; 
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b. minuman beralkohol yang dapat dijual/ diperdagangkan adalah minuman 

beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C serta minuman 

beralkohol yang mengandung rempah – rempah, jamu, atau sejenisnya 

untuk tujuan kesehatan. 

 

Pasal 4 

  

(1) Bupati menerbitkan SIUP – MB bagi : 

a. penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau               

golongan C; 

b. pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C 

ditempat lainnya selain toko bebas bea (Duty Free Shop); dan  

c. penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan 

kesehatan. 

 

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan SIUP – MB 

kepada Kepala Dinas. 

 

Bagian  Kedua 

SIUP – MB 

Pasal 5 

 

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol 

golongan A cukup memiliki SIUP dan tidak diwajibkan memiliki SIUP – MB. 

 

Pasal 6 

 

(1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan  minuman 

beralkohol golongan B dan/ atau golongan C wajib memiliki  SIUP – MB. 

(2) SIUP - MB diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) 

perusahaan yang bersangkutan di Daerah dan berlaku di wilayah Daerah. 

(3) SIUP - MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama                 

3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan 

sebelum berakhir masa berlakunya. 

(4) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha minuman beralkohol yang 

mengalami perubahan data SIUP wajib mengganti SIUP – MB. 

 

Bagian Ketiga 

Tata Cara  dan Persyaratan Permohonan SIUP – MB 

 

Pasal 7 

 

(1) Permohonan SIUP – MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 

diajukan kepada Bupati Up. Kepala Dinas. 

 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan 

SIUP – MB diatur dengan Peraturan  Bupati. 

    

 

 

 

 

 


